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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi 

itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka danha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‟ koma terbalik (di atas)„ ع

 Ghain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

    
2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang 

 ā = آ  a = أ

 ī = إي ai  = أي i = إ

 ū = أو au =  أو u = أ

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh: 

 ditulis  mar’atun jamīlah مرأة جميلت 

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh: 
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 ditulis  fātimah    فا طمت 

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

 ditulis rabbanā  ربنا 

 ditulis al-barr  البر 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis asy-syamsu  الشمس 

 ditulis  ar-rojulu  الرجل 

 ditulis as-sayyidinah  السيدة 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ditulis al-qamar  القمر 

 ’ditulis al-badi  البديع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل 

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah 

itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/. 

Contoh: 

 ditulis umirtu  أمرث 

 ditulis  syai’un  شيء  
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َ
 خ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” 

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Dihasankan oleh al-Albani 

 di dalam Shahihul Jami’ No : 3289) 
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ABSTRAK 

 

 

Azizah, Diyah Zulfa. 2021.  Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah 

Wakaf sebagai Perlindungan Hukum Atas Aset Wakaf (Studi Di Desa 

Randudongkal). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing H. Saif Askari S.H, M.H 

Kata Kunci : pemahaman nadzir, pengelolaan tanah wakaf, sertifikasi tanah 

wakaf 

Masyarakat Desa Randudongkal yang mayoritas beragama Islam ini secara 

turun temurun menjadi tongkat estafet penerus dalam hal pengelolaan tanah 

wakaf, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan baik sosial dan keagamaan.Hal 

ini pun menjadikan tanah wakaf sebagai tempat yang harus dikelola dengan baik 

dan tentunya harus dilindungi keberadaannya. Masalah yang dihadapi saat ini 

adalah minimnya pemahaman mereka selaku nadzir yang belum sepenuhnya 

memahami pentingnya merawat dan melindungi aset dari benda dan harta wakaf 

sebagai ikhtiar menjaga amanat dari wakif untuk dikelola. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman 

nadzir terhadap sertifikasi tanah sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf di 

Desa Randudongkal? Bagaimanakah pengelolaan tanah wakaf di Desa 

Randudongkal?. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. 

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan analisis teknik 

analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nadzir terhadap 

sertifikasi tanah wakaf di Desa Randudongkal mayoritas sudah baik, dan 

pengelolaan tanah wakaf di Desa Randudongkal sudah baik, walaupun terdapat 

beberapa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan namun secara garis 

besar dalam pengelolaan tanah wakaf lebih mengedepankan aspek kemanfaatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Islam di Indonesia telah menganut adat kebiasaan 

setempat sebagai sistem wakaf yang telah dilaksanakan sejak kedatangan 

Islam. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik, masyarakat masih menggunakan pola pelaksanaan 

wakaf dengan menggunakan kebiasaan yang ada dalam agama Islam, 

misalnya dalam kegiatan perwakafan hanya dilakukan melalui lisan saja 

dengan dasar kepercayaan satu sama lain tanpa adanya prosedur 

administratif.
1
 

Dalam realitanya kegiatan wakaf yang terjadi tidak berjalan dengan 

efektif atau tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan aset wakaf 

tidaklah terpelihara dengan baik sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf bertujuan agar 

benda wakaf dapat dipelihara dengan baik dan benar, kemudian agar benda 

wakaf dapat pula dikembangkan sesuai fungsi, tujuan dan peruntukannya 

dengan baik sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum serta 

nadzir bertugas untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan 

Wakaf Indonesia (BWI).2 

                                                 
1
Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), hlm. 102-103. 
2
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2-3 
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Keadaan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor seperti 

adanya kelalaian nadzir dalam mengelola aset wakaf, serta adanya sikap 

masyarakat terutama sikap nadzir yang belum sepenuhnya memahami 

bagaimana status aset wakaf tersebut terkait dengan perlindungan hukum aset 

wakaf guna kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

fungsi, tujuan dan peruntukannya.3 

Maka dari itu pentingnya seorang nadzir dalam memahami dan 

mampu menguasai segala hal yang terkait  dengan wakaf dan sertifikasi 

pengelolaan aset wakaf yang telah diamanatkan oleh wakif sebagai aset yang 

harus dikelola ditengah-tengah masyarakat pada umumnya. 

 Desa Randudongkal merupakan desa yang terletak di Kecamatan  

Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini 

terletak di daerah Pemalang Selatan, yakni sebelah Utara Gunung Slamet. 

Desa Randudongkal mempunyai banyak tanah wakaf, yang berdasarkan data 

yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randudongkal 

dari tahun 1986 hingga tahun 2019 yaitu terdapat 69 tanah wakaf dengan luas 

keseluruhan mencapai 4.85977 Ha dengan jumlah nadzir 18 orang dan 5 

diantaranya sudah meninggal. Dari jumlah tersebut sebanyak 31.178 ha telah 

bersertifikat sedangkan 1.74197 ha belum bersertifikat. Secara kultural 

masyarakatnya masih memegang teguh prinsip dari para pendahulunya 

terutama dalam masalah beragama, Salah satunya adalah yang berkaitan 

dengan perwakafan. Masyarakat Desa Randudongkal yang mayoritas 

                                                 
3
Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perwakafan”, Jurnal Supremasi, Vol. XI No. 2, Oktober 2016, hlm. 140. 
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beragama Islam ini secara turun temurun menjadi tongkat estafet penerus 

dalam hal pengelolaan tanah wakaf, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

baik sosial dan keagamaan. Hal ini pun mempengaruhi semangat mereka 

dalam beragama, yang mana menjadikan tanah wakaf sebagai tempat yang 

harus dikelola dengan baik dan tentunya harus dilindungi keberadaannya. 

Masalah yang dihadapi saat ini adalah minimnya pemahaman mereka selaku 

nadzir yang belum sepenuhnya memahami pentingnya merawat dan 

melindungi aset dari benda dan harta wakaf sebagai ikhtiar menjaga amanat 

dari wakif untuk dikelola. 

Kendala-kendala itulah yang dihadapi nadzir saat ini karena masih 

minimnya pemahaman terhadap sertifikasi tanah wakaf yang mana karena hal 

tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah seperti digugatnya tanah wakaf 

oleh pihak ketiga, kemudian penyalahgunaan aset wakaf oleh ahli waris 

wakif, bahkan terdapat beberapa kasus di Desa Randudongkal  yang ketika 

nadzirnya meninggal tidak dilakukannya pergantian nadzir sehingga tidak 

adanya kejelasan mengenai pensertifikatannya maupun pengelolaannya. 

Selain itu terdapat kasus dimana tanah yang telah diwakafkan oleh wakif 

tidak dimanfaatkan atau dikelola sehingga sampai sekarang tanah wakaf itu 

masih menjadi tanah kosong yang tidak terurus. Bahkan terdapat kasus 

dimana tanah yang telah diwakafkan oleh wakif, diminta kembali oleh ahli 

warisnya ketika wakif sudah meninggal dunia. Maka dalam hal ini perlu 

adanya suatu usaha memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para 

nadzir dalam mengelola aset wakaf. 
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Berangkat dari permasalahan itulah peneliti melakukan penelitian 

tentang pemahaman para nadzir atas sertifikasi tanah wakaf dan pengelolaan 

aset wakaf yang ada di Desa Randudongkal. Dengan judul penelitian 

“PEMAHAMAN  NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF  

DI DESA RANDUDONGKAL, KECAMATAN RANDUDONGKAL, 

KABUPATEN PEMALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan 

masalah yang penulis  ambil adalah:  

1. Bagaimanakah pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai 

perlindungan hukum atas aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan 

Randudongkal Kabupaten Pemalang ? 

2. Bagaimanakah pengelolaan aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan 

Randudongkal Kabupaten Pemalang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengeksplorasi pemahaman Nadzir terhadap sertifikasi tanah 

wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf di Desa 

Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. 

2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan aset wakaf di Desa Randudongkal 

Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ? 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu : 

1. Secara teoritis, Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai referensi 

tambahan dan pengembangan ilmu  pengetahuan yang khususnya berkaitan 

dengan sertifikasi tanah wakaf. 

2. Secara praktis, secara praktis dapat berguna untuk menambah pemahaman  

nadzir dan kalangan akademisi tentang Sertifikasi tanah wakaf sebagai 

perlindungan hukum terhadap aset wakaf serta dengan adanya penelitian ini 

semoga dijadikan masyarakat terutama nadzir sebagai bahan masukan atau 

penyadaran terhadap peraturan wakaf terkait tujuan wakaf serta lebih 

memperhatikan arti akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk 

kejelasan hukum dari tanah wakaf itu sendiri, maupun terhadap 

pengelolaan tanah wakaf.  

E. Penelitian Yang Relevan 

Perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf telah dibahas dalam beberapa 

penelitian, namun terdapat perbedaan, diantaranya sebagai berikut : 

No. Nama dan Judul Hasil Penelitian Relevansi 

1. Abdul Mushi,  ( 2019) 

berjudul  “Kesadaran 

Hukum Nadzir dalam 

Sertifikasi Tanah Wakaf 

Di Desa Kertijayan Kec. 

kesadaran  hukum 

tentang  sertifikasi 

benda wakaf dalam 

perundang-

undangan, dimana 

Perbedaannya: 

 terletak pada objek 

penelitian dan tempat studi 

kasus. 

Persamaan: 
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Buaran Kab. 

Pekalongan” 

tingkat kesadaran  

mereka terhadap 

sertifikasi masih 

tergolong rendah. 

Padahal 

sebagaimana yang 

kita tahu bahwa 

ketika tanah wakaf 

tidak dilakukan 

secara tertulis, maka 

akan dapat meng- 

akibatkan tidak 

sahnya sebuah tanah 

sebab buktinya tidak 

dibuat secara otentik 

oleh para nadzirnya 

sehingga akan rentan 

terhadap  konflik 

dimasa yang akan 

datang, dicabutnya 

tanah wakaf oleh 

 membahas mengenai 

tanah wakaf yang 

disertifikatkan. 
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para ahli warisnya, 

dan lain-lain.
4
  

2. M. Mahbub Junaidi, 

(2015) yang berjudul 

“Efektifitas 

Pensertifikatan Tanah 

Wakaf di Kab. Pasuruan 

: Studi di Departemen 

Agama Kab.  Pasuruan” 

proses pelaksanaan 

sertifikasi tanah 

wakaf ditemukan 

masih banyak tanah 

wakaf yang belum 

disertifikatkan. 

Proses sertifikasi 

tanah wakaf  tidak 

dilakukan dengan 

efektif sejalan 

dengan pemahaman 

nadzir yang masih 

tradisional, sehingga 

membutuhkan peran 

pihak lain dalam 

memberikan 

wawasan terkait 

pendaftaran tanah 

wakaf  berserta 

Perbedaannya: 

 terletak pada objek dan 

tempat penelitian 

Persamaan:  

membahas mengenai  

tanah wakaf yang 

disertifikat.. 

                                                 
4
Abdul Mushi, Kesadaran Hukum Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa 

Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”, (Pekalongan :  Fakultas Syari‟ah  IAIN 

Pekalongan, 2019). 
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dengan sertifikasi 

tanah wakaf.
5
 

3. Miftahul Marzuki Arsjah 

Nasution, (2019), yang 

berjudul “Sertifikasi 

Tanah Wakaf (Studi 

Kesadaran Hukum 

Masyarakat di Desa 

Pangkatan Kecamatan 

Pangkatan Kabupaten 

Labuhanbatu” 

pertama, 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang 

hukum 

mendaftarkan tanah 

wakaf adalah sunah. 

Kedua, dalam 

kepatuhan dan sikap 

masyarakat terhadap 

sertifikasi tanah 

wakaf sangat kurang 

peduli karena 

masyarakat 

menganggap 

bahwasannya 

pensertifikatan tanah 

wakaf tidak penting 

dan untuk 

Persamaannya : 

membahas mengenai tanah 

wakaf yang disetifikatkan. 

Perbedaannya : 

objek penelitian dan 

tempat studi kasus. 

 

                                                 
5
M. Mahbub Junaidi , Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan : 

Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan, (Malang : Studi Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,2015). 
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mengurusnya terlalu 

banyak kendala.
6
 

4. Agung Abdullah, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam  

(2020). yang berjudul 

“Nadzir dalam 

Perspektif Kelelmbagaan 

Wakaf di Indonesia” 

pengelolaan aset 

wakaf dapat dikelola 

secara mandiri oleh 

nadzir tanpa adanya 

campur tangan dari 

pemerintah. Peran 

pemerintah dalam 

wakaf swasta adalah 

sebagai pelindung 

serta penerbit 

peraturan yang 

mendukung proses 

pengelolaan wakaf 

yang produktif.
7
 

Persamaannya: subjeknya 

yaitu nadzir,  

Perbedaannya:  

objek penelitiannya yaitu 

tanah wakaf. 

 

5. Fachrodin. Journal of 

Islamic Family Law. 

(2020). yang berjudul 

“Peran Nadzir dalam 

secara garis besar 

antara Undang-

Undang nomor 41 

Tahun 2004 dengan 

Persamaannya:  

 subjek yang dibahas yaitu 

nadzir. Perbedaannya:  

pada objek penelitiannya. 

                                                 
6
 Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, Sertifikasi Tanah Wakaf(Studi Kesadaran Hukum 

Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu), 

(Padangsimpuan : Fakultas Syariah Padangsimpuan, 2019). 
7
 Agung Abdullah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam : Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan 

Wakaf di Indonesia. Vol VI. No. 03, tahun 2020, hlm. 408. 
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Pengelolaan Tanah 

Wakaf Ditinjau dari 

Perspektif Undang-

Undang Nomor 41 

Tahun 2004 (Studi Kasus 

Di Desa Ngadi Kec. 

Mojo Kab. Kediri)” 

Kompilasi Hukum 

Islam ataupun 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

28 tahun 2004 

terkait tugas dan 

kewajiban nadzir 

hampir sama. Selain 

itu  pengelolaan 

wakaf di Desa Ngadi 

Kec. Mojo Kab. 

Kediri belum 

dilaksanakan 

maksimal karena 

minimnya 

pengetahuan nadzir 

dan wakif terkait 

wakaf.
8
 

 

6. A. Zamakhsyari 

Baharuddin dan Rifqi 

Qowiyul Iman. Jurnal 

kunci pengelolaan 

wakaf terletak pada 

kemampuan 

Persamaannya : 

subjeknya yaitu nadzir, 

perbedaannya : 

                                                 
8
Fachrodin, Journal of Islamic Family Law : “Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah 

Wakaf Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa 

Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)”. Vol. 4, No. 1 Tahun 2020, hl. 62. 
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Studi Ekonomi dan 

Bisnis Islam. (2018). 

yang berjudul “Nadzir 

Wakaf Profesional, 

Standarisasi dan 

Problematikanya” 

pengelola wakaf 

terutama nadzir dan 

tim pengurus, 

sehingga peran 

nadzir harus 

diupayakan 

semaksimal 

mungkin dalam 

rangka 

meningkatkan 

profesionalitas 

nadzir guna 

peningkatan dan 

pengembangan 

pengelolaan aset 

wakaf.
9
 

objek penelitian- nya yaitu 

tanah wakaf. 

 

 

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas maka persamaan 

dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek yaitu pemahaman 

tentang sertifikasi tanah wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek 

yaitu nadzir sebagai pihak yang secara langsung berkaitan dengan tanah 

wakaf, serta memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan, dimana penelitian 

                                                 
9
 A. Zamakhsyari Bharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis 

Islam : Nadzir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. Vol. 3. No. 2, tahun 2018. 

hlm. 73.  
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sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada kesadaran hukum sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada pemahaman, dimana 

pemahaman merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum yaitu tahu, 

paham, sikap dan perilaku. 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian wakaf 

Dalam bahasa arab kata „‟waqf‟‟ bermula dari kata waqafa yang 

diartikan „‟menahan‟‟ atau diartikan „‟berhenti‟‟atau „‟diam di tempat‟‟ 

atau „‟tetap berdiri‟‟.
10

Pengertian wakaf dalam pandangan Undang-

Undang Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

menjelaskan bahwa „‟ wakaf adalah adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 

menurut syariat‟‟.
11

 Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan pengertian di 

atas bahwa wakaf merupakan tindakan/perbuatan seseorang yang 

memberikan wakaf (wakif), dimana sebagian atau seluruh harta wakif 

yang dilepaskan atau ditahan kepada yang menerima wakaf dengan 

maksud untuk dikelola dan dimanfaatkan harta bendanya tersebut untuk 

kebaikan masyarakat. 

                                                 
10

iDirektorat iJenderal iBimbingan iMasyarakat iIslam iDepartemen iAgama iRI, iFiqih 

iWakaf, i(Jakarta: iDirektorat iJenderal iBimbingan iMasyarakat iIslam, i2003), ih. i1. 
11

IDirektorat iJendral iBimbingan iMasyarakat iIslam, iUndang-undang iNomor i41 iTahun 

i2004 iTentang iWakaf idan iPeraturan iPemerintah iNomor i42 iTahun i2006 itentang 

iPelaksanaan iUndang-undang iNomor i41 iTahun i2004 iTentang iWakaf,i(Jakarta i: iDepartemen 

iAgama, i2007), ih. i3. 
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2. Ketentuan wakaf  

 Syarat-syarat sahnya wakaf yaitu
12

 :  

a. Dimana wakaf harus diberikan secara langsung/tunai 

b. Tujuan wakaf harus jelas, dimana wakif harus menjelaskan wakaf itu 

ditujukan untuk siapa. 

c. Wakaf harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. 

 Sedangkan rukun-rukun wakaf adalah : 

a. Wakif 

   Wakif merupakan seseorang yang mewakafkan dan 

tergolong dalam subyek hukum. Wakif sendiri terbagi menjadi 3 

golongan; wakif yang dilakukan secara perseorangan, wakif 

organisasi dan wakif yang telah berbadan hukum.
13

 

b. Sighat/ Ikrar Wakaf 

Ikrar wakaf merupakan ucapan ataupun tulisan yang berisi 

tentang pernyataan bahwa harta benda wakaf telah dialihkan. 

c. Benda yang di Wakafkan (mauquf) 

Benda yang diwakafkan tergolong sebagai objek hukum, dimana 

harta benda wakaf telah dibagi menjadi dua, yakni; benda yang 

bergerak dan benda yang tidak bergerak. 

 

 

                                                 
12

 Muhammad Thoriq, Strategi Nadzur Dalam Pengelolan Wakaf  (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten, (Surakarta : IAIN 

Surakarta, 2017), hlm. 31-33. 
13

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Wakaf 
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3. Dasar hukum wakaf 

Ketentuan dasar hukum wakaf dijelaskan dalam beberapa ayat 

yang terdapat di dalam Al-Qur‟an salah satunya yaitu: 

 

بَتِ  يِّ
َ
فِلُىْامِنْ ط

ْ
ه
َ
مَىُىْاا

َ
ذِيْنَ ا

َّ
هَاال يُّ

َ
َيَا

َ
رْضِ،وَل

َ ْ
نَ الْ مْ مِّ

ُ
ك

َ
زَجْىَال

ْ
خ

َ
آا سَبْتُمْ وَمِمَّ

َ
 مَاك

َ نَّ
َ
مُىْاا

َ
مِضُىْ افِيْهِ، وَاعْل

ْ
غ

ُ
نْ ت

َ
 ا

َّ
خِذِيْهِ اِلْ

َ
سْتُمْ بِا

َ
ىَل

َ
ىْفِلُىْه

ُ
 مِىْهُ ت

َ
بِيْث

َ
خ

ْ
مُىْا ال يَمَّ

َ
َت

لهََ 
َّ
نِيٌّ حَمِيْدٌ. ال

َ
 غ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa allah maha kaya lagi maha 

terpuji.
14

 (Al-Baqarah (2) : 267). 

 

Kemudian hadis Ibnu Umar : 

صَابَ 
َ
الَ أ

َ
لهُ عَنْهُمَا ك

َّ
يَ ال يْهَِعَنْ ابْنِ عُمَزَ رَض ِ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل ى الىَّ

َ
ت
َ
ؤ
َ
رْضًاف

َ
يْبَرَأ

َ
عُمَزُبِخ  

الَ إِنَْ 
َ
مُزُوِي بِهِ ك

ْ
ا
َ
 ت

َ
يْف

َ
ك

َ
سَ مِىْهُ ف

َ
ف

ْ
ه
َ
 أ

ُّ
ط

َ
ك
ً
صِبْ مَال

ُ
مْ أ

َ
رْضًال

َ
صَبْتُ أ

َ
الَ أ

َ
ل

َ
مَ ف

َّ
وَسَل  

يَُ 
َ
هُ ل هَّ

َ
قَ عُمَزُ أ تَصَدَّ

َ
تَ بِهَاف

ْ
ك صَدَّ

َ
هَا وَت

َ
صْل

َ
تَ حَبَسْتَ أ

ْ
يُىشِئ

َ
يُىْهَبُ وَل

َ
هَاوَل

ُ
صْل

َ
عُ أ

َ
با  

ى
َ
 جُىَاحَ عَل

َ
بِيلِ ل يْفِ وَابْنِ السَّ لهِ وَالضَّ

َّ
ابِ وَفِي سَبِيْلِ ال

َ
ك لُزْبَى وَالزِّ

ْ
زَا ءِوَال

َ
فُل

ْ
 فِي ال

ُ
 رَث

لَ مِنْهَا
ُ
ك
ْ
نْ يَؤ

َ
لٍ فِيْه مَنْ وَلِيَهَا أ يْرَمُتَمىِّ

َ
عِمَ صَدِيلًا غ

ْ
وْيُط

َ
عْزُفِ أ

َ ْ
بِالْ  

 

 

Artinya :“dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. 

Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap  

                                                 
14

QS, Al-Baqarah  (2) : 267. 
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kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata : Ya 

Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya 

belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau 

perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, 

kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan 

(hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-

orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan 

tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang 

menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya 

dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak 

bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).”
15

 

 

Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf di Indonesia adalah; 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan 

Dasar Pokok Pokok Agraria.
16

 

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
17

 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
18

 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik;
19

 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah;
20

 

                                                 
15

 Wahbah Az-Zuhaili,Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak anak, 

wasiat, wakaf, warisan),  (Damaskus : Darul Al-Fikr, 1984), hlm. 73 
16

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan 

Dasar Pokok Pokok Agraria 
17

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
18

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
19

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik 
20

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 
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f. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
21

 

4. Pengertian Nadzir 

Dalam pandangan bahasa arti kata zahir berasal dari kata “nazira 

yandzaru” dan “tawalla yatawalli” yang diartikan “menjaga” dan 

“mengurus”. Selain dari arti kata tersebut, ada lagi yang menyebutnya 

sebagai mutawalli.
22

 Nadzir merupakan orang-orang yang mengurus 

atau orang-orang yang mengelola dan memelihara harta benda wakaf, 

sehingga wakaf dapat terpelihara sesuai dengan fungsi, tujuan, serta 

peruntukannya.23 

5. Hak dan Kewajiban Nadzir 

Adapun kewajiban dan hak-hak Nadzir dalam pasal 220 Kompilasi 

Hukum Islam, adalah : 

1) Kewajiban Nadzir adalah, sebagai berikut : 

a) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 

kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai 

dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh 

Menteri Agama. 

                                                 
21

 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 

Milik 
22

iTaufiq iHamami,iPerwakafan iTanah iDalam iPolitik iHukum iAgraria iNasional, ic.iI, 

i(Jakarta i: iTatanusa, i2003), ih. i97 
23

 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 

Pasal 1 
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b) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal 

yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat 

dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat 

setempat. 

2) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.
24

 Hak-hak 

nadzir adalah nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas 

yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran 

Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan 

setempat.
25

 Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak 

nadzir adalah: 

a) Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang 

besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan 

ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah 

wakaf. 

b) Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas 

sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan 

jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.
26

 

                                                 
24

iDepartemen iAgama iR.I., iKompilasi iHukum iIslam iDi iIndonesia, i2007.iJakarta i; 

iDirektorat iPemberdayaan iWakaf iDirektorat iJenderal iBimbingan iMasyarakat iIslam, ihlm. 

i103. 
25

iiDepartemen iAgama iR.I., iKompilasi iHukum iIslam iDi iIndonesia, i2007.iJakarta i; 

iDirektorat iPemberdayaan iWakaf iDirektorat iJenderal iBimbingan iMasyarakat iIslam, ihlm. 

i104. 
26

iLihat iPasal i11 iPeraturan iMenteri iAgama iNomor i1 iTahun i1978 itentang 

iPeraturan iPelaksanaan iPeraturan iPemerintah iNomor i28 iTahun i1977 itentang iPerwakafan 

iTanah iMilik 
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Ketika dilakukan sebuah pengembangan harta benda wakaf, maka 

nadzir juga memiliki hak untuk mendapatkan upah ataupun memiliki hak 

untuk mendapatkan bagian dari keuntungan harta wakaf walaupun 

maskimal adalah 10%.
27

 Dalam pandangan para fuqaha nadzir telah 

memiliki hak tersebut sejak ia mulai mengelola harta benda wakafnya 

untuk dibangun, dieksploitasi, kemudian dijual hasil produksinya serta 

menyalurkan hasil keuntungan tersebut kepada yang berhak 

menerimanya sesuai kehendak wakif. 

Untuk menetapkan jumlah nadzir diatur dalam ketetapan Menteri 

Agama Nomor 1 Tahun 1978, yakni dimana jumlah nadzir dalam satu 

kecamatan sama dengan jumlah Desa yang terdapat di Kecamatan 

tersebut. Kemudian dalam Desa hanya terdapat satu nadzir kelompok 

perorangan saja. Kelompok perorangan tersebut minimal 3 orang dan 

maksimal adalah 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat 

setempat.
28

 

6. Perlindungan Hukum Aset Wakaf 

Pada dasarnya perwakafan di Indonesia memiliki beberapa 

unsur, diantaranya adalah terdapat wakif, kemudian terdapat nadzir atau 

yang mengelola harta benda wakaf, terdapat pula harta benda wakafnya, 

                                                 
27
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ikrar wakaf, terdapat estimasi waktu, terdapat fungsi, tujuan dan 

peruntukannya, dan yang akhir adalah adanya sertifikasi tanah wakaf. 

Berbeda halnya dengan hukum Islam, hanya terbatas pada wakif, nadzir, 

harta bendanya, dan ikrar sudah cukup memberikan keabsahan pada 

wakaf. Di Indonesia sendiri wakaf harus tersertifikasi sebab bertujuan 

agar harta benda wakaf mendapatkan sebuah kepastian hukum sehingga 

di masa yang akan datang tidak bisa disengketakan.
29

 

Pemerintah menerbitkan peraturan tentang wakaf dengan tujuan 

agar wakaf dapat dikelola dengan baik sehingga manfaat dan tujuan 

wakaf dapat tersampaikan sesuai kehendak wakif. Selain itu pula, jika 

pengelolaan dilakukan dengan baik dan benar, maka wakaf bisa 

dikembangkan dan diberdayakan untuk mencapai manfaat yang lebih 

besar dari apa yang diharapkan sebelumnya. Maka dari itu, seluruh aset 

wakaf untuk sekarang telah rapi diadministrasi secara benar dan baik 

oleh pejabat yang memiliki kewenangan khusus dan telah ditetapkan oleh 

Kementerian Agama. 

Pasal 1 ayat 6 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan : “pejabat 

pembuat akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW 

adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat 

akta ikrar wakaf”. PPAIW atau jika dipanjangkan menjadi Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan seorang pejabat yang telah 

                                                 
29
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disahkan oleh Menteri Agama RI, dimana ia berwenang untuk membuat 

AIW. 

Ikrar wakaf adalah pernyataan secara langsung oleh si wakif (yang 

memberikan harta benda wakaf) kepada Nadzir (pengelola wakaf) untuk 

kepentingan yang dituju. Jika ikrar wakaf tidak dilakukan maka 

perbuatan mewakaf tidak sah secara hukum dikarenakan salah satu 

unsurnya tidak terpenuhi. Ikrar tersebut nantinya dituangkan dalam 

bentuk tulisan yang bernama AIW yang dibuat oleh PPAIW sebagai 

bukti legalitas bahwa wakaf telah beralih kepada nadzir untuk dikelola 

sesuai dengan kehendak wakif. 

Proses legalitasnya dimulai dari ikrar wakif kepada Nadzir, 

kemudian didengarkan oleh saksi-saksi dan dihadapan PPAIW, PPAIW 

yang berwenang dalam menangani ikrar tersebut adalah kepala KUA, 

kepala KUA berwenang untuk menjalankan proses pengadministrasian 

perwakafan.
30

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini jenisnya adalah studi lapangan atau arti yang sering 

dikenal yakni (field research), maksudnya adalah bahwa data-data utama 

yang dicari dan yang akan dianalisis merupakan fakta-fakta yang terdapat 

di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang 

Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan di Desa Randudongkal karena 
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di Desa Randudongkal terdapat 18 nadzir, yang terdiri atas tanah wakaf  

yang telah bersertifikat maupun tanah wakaf yang belum disertifikat, dan 

5 diantaranya sudah meninggal. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan yuridis empiris dengan bentuk kualitatif.  Dimana pendekatan 

ini merupakan pendekatan untuk melihat secara langsung realitas sosial 

dengan berpedoman kepada Undang-Undang atau kebijakan dari 

pemerintah.
31

 Penelitian akan fokus di Desa Randudongkan terhadap 

realitas pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf. Sample yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan Purposive Sampling, yakni 

teknik untuk menentukan sample dengan beberapa pertimbangan tertentu 

atau dengan cara melakukan perbandingan.
32

 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Randudongkal, terdapat 69 tanah wakaf dengan jumlah   54 

tanah wakaf yang telah bersertifkat, serta 15 tanah wakaf yang belum 

bersertifikat. Jumlah  nadzir sebanyak 18 orang, dan dari 18 orang nadzir 

terdapat 5 nadzir yang sudah meninggal. Berdasarkan data tersebut 

penulis mengambil sample 5 nadzir dari tanah wakaf yang belum 

                                                 
31
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disertifikat dan 3 nadzir dari tanah yang sudah bersertifkat, dikarenakan 

fokus penelitian yang lebih mengutamakan subjek penelitian yaitu nadzir 

yang tanah wakafnya belum bersertifikat, sedangkan nadzir dengan tanah 

wakaf yang sudah disertifikat menjadi data tambahan.  

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan narasumber, yakni mengenai pemahaman 

nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Randudongkal 

kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Adapun teknik 

pengumpulan data di lapangan diperoleh dengan teknik wawancara 

dengan Narasumber dan dengan teknik observasi pada aset wakaf. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang membantu mendukung 

dalam penelitian. Identiknya data sekunder dalam penelitian lapangan 

adalah data-data yang bersifat tertulis seperti Undang-Undang, buku, 

jurnal, arsip, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Kemudian, agar data-data yang diperoleh dapat dikemas dengan 

baik dan benar, maka terdapat teknik-teknik  pengumpulannya, yakni: 
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a. Observasi  

Melalui observasi. Observasi merupakan metode ataupun cara 

yang melakukan dengan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

objek yang diteliti di lapangan.
33

 Selain itu, observasi juga dapat 

diartikan sebagai pengawasan atau penyelidikan terhadap kondisi 

objek penelitian yang akan diteliti.
34

 Dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi ke 8 tanah wakaf,  6 diantaranya tanah wakaf yang belum 

bersertifikat terdiri dari 2 tanah kosong, 2 TPQ dan Majelis Ta‟lim, 2 

Musholla dan 2 diantaranya yang sudah bersertifkat terdiri dari 1 

sekolah/yayasan, 1 TPQ. 

b. Wawancara 

Dalam penelitian lapangan peneliti disini sebagai pewawancara, 

dimana peneliti memiliki berbagai bentuk pertanyaan untuk diberikan 

kepada informan dengan tujuan untuk mencari berbagai informasi 

untuk kepentingan penelitian. Bentuk wawancaranya adalah 

wawancara terstruktur, maksudnya adalah wawacara yang sebelumnya 

sudah/telah disiapkan oleh peneliti yang kemudian sebagai bahan 

untuk ditanyakan kepada para informan. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah Nadzir (6 Nadzir dari tanah 

wakaf yang belum disertifikat yaitu Bapak Muhammad Ari, Bapak 

Ahmad Taufiq, Bapak Muhammad Fauzan, Bapak Sudigyo, Bapak 

Nur Kholis, Bapak Maskhuri) dengan alasan bahwa nadzir-nadzir 
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tersebut merupakan beberapa nadzir yang masih hidup serta nadzir-

nadzir tersebut merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dan 2 

nadzir  dari tanah yang sudah bersertifkat yaitu Bapak H. Kunadi dan 

Bapak Ust. Abdul Aziz, dengan alasan nadzir-nadzir tersebut 

merupakan beberapa nadzir yang masih hidup serta nadzir-nadzir 

tersebut merupakan informasi pendukung dalam penelitian ini). 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan teknik untuk melakukan 

pencarian terhadap data-data dengan berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dsb. Dalam hal ini peneliti 

mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal. 

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa 

banyak tanah wakaf yang ada di Desa Randudongkal yang sudah 

bersertifikat ataupun yang belum bersertifikat. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan teknik yang 

bermodelkan interaktif, dimana teknik ini berasal dari Miles dan 

Huberman.  Teknik ini merupakan teknik untuk mengumpulkan beberapa 

data yang diperlukan dalam penelitian, dimana data-data tersebut berasal 

dari orang-orang dalam lingkungannya.
35

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bagian dari 

rancangan dalam riset penelitian sebagai bagian dari tinjauan pustaka, 
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pembentukan teori, pengurutan data, pengumpulan data dan penulisan 

hasil penelitian. Mendiskusikan dan mencocokkan temuan-temuan dalam 

penelitian untuk meningkatkan validitas penelitian.
36

Melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Tahapan Pengumpulan Data  

Dalam tahapan yang selanjutnya ini, peneliti mengolah semua 

data untuk dianalisis, baik data observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi. Difokuskan ke dalam pokok masalah yang akan diteliti. 

Beberapa langkah pengumpulannya sebagai berikut: 

Pertama, membuat ringkasan : data kontak langsung dengan 

orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah ini 

termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. 

Kedua, Mengkode maksudnya adalah memberikan tanda atau 

kode pada data yang diperoleh untuk mengklasifikasikan data.  

Ketiga, dalam analisis pengumpulan data adalah pembuatan 

catatan-catatan objektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus 

mengklarifikasikan serta mengubah jawaban maupun situasi 

sebagaimana adanya, faktual atau objektif-deskriptif. 

Keempat, membuat catatan reflektif yang berisi pemikiran peneliti 

terkait dengan catatan objektif. 

Kelima, mambuat batasan, dimana pemikiran peneliti terpisah dari 

metodologinya. 
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Keenam, penyimpanan data. 

Ketujuh, analisis data dalam pengumpulan data berupa pembuatan 

memo. 

Kedelapan, analisis antar lokasi, 

Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. 

b. Tahapan Penyajian Data  

Kemudian tahap ini, merupakan data-data yang telah disajikan, 

dimana data-data sudah dikelompokkan atau dikumpulkan sesuai 

dengan kategorinya masing-masing. Caranya bisa dengan 

menghubungkan antara data yang ada dengan fenomena-fenomena 

yang terjadi sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti. 

c. Tahapan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada tahapan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari 

data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan akhir dari 

penelitian.
37

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar segala pembahasan dalam skripsi ini tersusun sesuai dengan 

alur yang telah ditentukan, maka penulis mengelompokkan skripsi ini 

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut : 
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Bab I merupakan tahap awal yang mana isi dalam tahap ini adalah 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kajian 

pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II merupakan landasan teoritis yang terdiri dari: konsep wakaf, 

konsep nadzir, serta konsep sertifikasi tanah wakaf. 

Bab III merupakan bagian inti dari penulisan ini yang 

mengemukakan mengenai gambaran umum Desa Randudongkal 

Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, pemahaman nadzir 

terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset 

wakaf serta pengelolaan aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan 

Randudongkal Kabupaten Pemalang. 

Bab IV merupakan analisis penelitian, pada bab ini membahas 

tentang analisis data terkait pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah 

wakaf sebagai perlindungan hukum aset wakaf di Desa Randudongkal 

Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. 

Bab V merupakan penutup merupakan tahap akhir, dimana peneliti 

merumuskan simpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

Kemudian memberikan beberapa saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian peneliti pada bab I sampai bab IV, tentang 

Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai 

Perlindungan Hukum Atas Aset Wakaf (Studi Di Desa Randudongkal), 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemahaman Mayoritas Nadzir tanah wakaf di Desa Randudongkal  baik 

nadzir dari tanah wakaf yang sudah bersertifikat maupun nadzir dari 

tanah wakaf yang belum bersertifikat, sudah memahami tentang 

sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf. 

Walaupun demikian pemahaman yang baik tersebut belum diiringi 

dengan tindakan nyata untuk mensertifikatkan tanah wakaf yang belum 

bersertifikat dengan alasan paling banyak adalah perihal biaya yang 

mahal untuk mengurus sertifikat tanah. Karena sudah terjadi beberapa 

kasus dimana tanah wakaf itu diminta kembali oleh ahli waris ketika 

wakif meninggal. 

2. Pengelolaan tanah wakaf di Desa Randudongkal sudah bagus, baik 

tanah wakaf yang sudah bersertifikat maupun belum. Hanya sebagian 

kecil saja dari tanah wakaf yang belum disertifikat yang belum optimal 

pengelolaanya. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

peraturan untuk menertibkan administrasi wakaf guna kepentingan 

keamanan tanah wakaf itu sendiri, namun pada realita pengelolaan 
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tanah wakaf dilapangan terdapat fakta-fakta yang bertentangan dengan 

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

B. Saran 

1. Untuk nadzir tanah wakaf yang belum bersertifikat, agar segera 

mendaftarkannya ke PPAIW setempat guna mendapatkan AIW, dan 

segera disertifikatkan untuk melindungi tanah wakaf tersebut dari 

sengketa. 

2. Untuk nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat agar tetap 

mempertahankan eksistensinya dalam mengelola tanah wakaf dengan 

baik, dan mengikuti pelatihan nadzir yang diselenggarakan oleh KUA 

setempat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan nadzir 

guna peningkatan mutu pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir. 

3. Untuk PPAIW agar lebih menertibkan kembali kearsipan dokumen-

dokumen wakaf, agar ketika terjadi masalah seperti hilangnya sertifikat 

tanah wakaf yang dipegang nadzir, maka dapat diurus kembali dengan 

bekal salinan dokumen yang telah diserahkan ke PPAIW setempat. 

Serta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama nadzir 

terkait peraturan-peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan wakaf. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nadzir tanah wakaf yang belum bersertifikat 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : 

b. Tgl Lahir, Umur  : 

c. Status    : 

d. Pekerjaan    : 

Jawaban : 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : 

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia 

atau sebab lainnya ? 

Jawaban : 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ? 

Jawaban : 



9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh  PPAIW setempat ? 

Jawaban : 

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : 

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ? 

Jawaban : 

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : 

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : 

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ? 

Jawaban : 

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan 

tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : 

17.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

 

 

 

 



Nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat : 

 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : 

b. Tgl Lahir, Umur  : 

c. Status    : 

d. Pekerjaan    : 

Jawaban : 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : 

7. Apakah sebelum anda terdapat nadzir yang digantikan karena meninggal 

dunia atau sebab lainnya ? 

Jawaban : 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang telah meninggal dunia ? 

Jawaban : 



9. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : 

10. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : 

11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : 

12. Siapakah yang menyimpan sertifikat tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

13. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola sesuai dengan peruntukkan 

tanah wakaf oleh wakif ? 

Jawaban : 

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : 

15.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nadzir tanah wakaf yang belum bersertifikat 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : Muhammad Ari 

b. Tgl Lahir, Umur  : 05/03/1998, 23 Tahun 

c. Status    : Belum Menikah 

d. Pekerjaan    : Wiraswasta (Ketua RT) 

e. Alamat    :Dusun Clebak Desa Randudongkal, RT.  

58/RW. 05 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : kurang lebih 3 tahunan 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : Drs. H. Wahyudi mantan anggota DPRD 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : sekitar 2019san sepertinya, saat Drs. H. Wahyudi membuka 

tanah kavling untuk diperjual-belikan, lalu sisanya diserahkan ke warga 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : kalau luasnya saya kurang tahu, karena sebenarnya nadzir 

aslinya bukan saya, tapi ketua RT sebelum saya, namun beliau meninggakl 

dunia dan saya dipilih jadi ketua RT jadi secara otomatis Ketua RT 

pengganti juga menjadi nadzir pengganti. 

 



6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : untuk musholla 

7. Apakah vsebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia 

atau sebab lainnya ? 

Jawaban : iya ketua RT sebelum saya, lalu digantikan saya 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ? 

Jawaban : ya secara otomatis menurun ke ketua RT baru 

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh  PPAIW setempat ? 

Jawaban : tidak 

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : wah kalau masalah itu saya kurang tahu sebenarnya, hanya 

sebatas tahu sebaiknya tanah disertiffiktkan. 

11. Apakah  tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ? 

Jawaban : AIW itu sertifikat atau apa ? saya rasa belum 

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban :  belum 

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : ya tadi, hanya tahu sebatas sebaiknya tanah disertifikat, kalau 

detailnya kenapa saya tidak tahu 

14. Apakah  latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ? 

Jawaban : dari awal kan memang tidak disertifikat jadi ya saya mengikuti 

yang nadzir sebelumnya, lagipula sepertinya untuk bikin sertifikat butuh 

biaya yang besar, sedangkan kami tidak punya dana. 



15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan 

tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : tidak, karena masyarakat sini juga tidak memperdulikan itu 

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : masih utuh tanah kosong mbak, ya kami tidak bias berbuat apa-

apa, memang faktanya kami tidak punya dana sepeserpun. 

17.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : satu-satunya kendala ya biayanya yang tidak aja, jadi belum 

bias diwujudkan jadi musholla 

 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : Ahmad Taufiq 

b. Tgl Lahir, Umur  : 04/02/1976, 45 Tahun 

c. Status    : Sudah menikah 

d. Pekerjaan    : Pekerja Proyek (Ketua RT) 

e. Alamat    : Dusun Dukuh Rani Desa Randudongkal  

RT. 62/ RW. 07 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : dari tahun 2018 awal 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : bapak iwan pengusaha konveksi 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : tahun 2018 awal 



5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban :7,5x19 M
2
 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban :fasilitas keagamaan, sekarang jadi TPQ dan Majelis Ta’lim 

Darul Mahabbah 

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia 

atau sebab lainnya ? 

Jawaban : nah itu mbak, kalau saya itu nadzir ke dua, nadzir utamanya 

sebenarnya pak iwan sendiri, yang membangun ya beliau yang bayar 

listrik dsb juga beliau, kadang saya hanya laporan missal listrik habis atau 

butuh keperluan lainnya. 

8. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : ya tau lah mbak, walaupun pendidikan saya SD tetapi saya 

paham betul pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Karena berdasarkan 

pengalaman  saya sendiri ketika menjadi nadzir tanah waaf yang belum 

bersertifikat, tanah itu diambil kembali oleh ahli warisnya, ya saya karena 

tidak ada bukti kalah. 

9. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ? 

Jawaban : tidak ada 

10. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : belum 

 

 



11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : sangat penting, agar tanah wakaf itu punya kekuatan hukum dan 

diakui Negara. 

12. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ? 

Jawaban : banyak alasannya, misalnya dari wakif ataupun nadzir utama 

memang   belum memasrahkan tanah wakaf ini untuk disertifikat, akan 

disertifikat jika wakif ini sudah menemukan orang yang tepat untuk 

menjadi nadzir penggantinya. Selain itu saya tidak punya waktu untuk 

mengurus sertifikat tanah, Karena setiap hari waktu saya habiskan untuk 

bekerja mencari uang ditambah kami tidak ada dana untuk biaya mengurus 

sertifikat tanah wakaf. 

13. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan 

tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban :belum karena belum ada waktunya dan memang rencananya 

nanti setelah menemukan orang untuk jadi nadzir utama  

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : iya tanah wakaf ini sejak dibangun menjadi majelis ta’lim dan 

TPQ sampai serang masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk 

pengajian, belar mengaji dan untuk kegiatan keagamaan lainnya. 

Walaupun pada awalnya tanah wakaf ini menuai banyak pro dan kontra 

karena wakif memiliki latar belakang aliran yang berbeda dengan warga 

sekitar. 

 



 

15.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : kendalanya tanah wakaf ini belum menghasilkan, artinya segala 

keperluan tanah wakaf ini masih berasal dari dana wakif. 

 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : Muhammad Fauzan 

b. Tgl Lahir, Umur  : 13/09/1982, 39 Tahun 

c. Status    : Sudah menikah 

d. Pekerjaan    : Juru Parkir 

e. Alamat    : Dusun dukuh rani desa Randudongkal  

RT.62/RW. 07. 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban :1,5 tahun 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : bapak H. Wahyudi 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : 2020an 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : saya sudah tidak ingat mbak, karena pengukurannya kan sudah 

lama dan tidak dicatat 

 

 



6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : waktu penyerahan si bilangnya untuk keperluan warga sini, jadi 

waarga sini butuhnya apa lalu dibangun sesuai kebutuhan 

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia 

atau sebab lainnya ? 

Jawaban : tidak ada 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ? 

Jawaban :tidak ada 

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh  PPAIW setempat ? 

Jawaban : tidak ada 

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : saya kurang paham mbak, saya sendiri juga bingung kenapa 

saya dijadikan nadzir 

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ? 

Jawaban : belum 

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : belum 

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : mungkin agar tercatat 

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ? 

Jawaban : masalah biaya mbak, kalau saya disuruh mengurus sertifikat 

mau saja, asal tidak ada biayanya. 



15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan 

tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : belum 

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : masih jadi tanah kosong mbak, karena selain tidak ada biaya, 

kami juga bingung mau dibuat apa, karena semua fasilitas agama sudah 

ada di sini, jadi belum mendesak sekali lah. 

17.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : ada kebingungan masyarakat mau dijadikan tempat apa, lalu 

tidak ada biaya jadi kendala utama. Membangun bangunan kan bukan 

perkara mudah yang biayanya murah, mahal sekali untuk membuat 

bngunan, kalaupun dengan biaya swadaya masyarakat ya belum bias 

mencukupi 

 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : Sudigyo 

b. Tgl Lahir, Umur  : 13/09/1982 

c. Status    :  Sudah menikah 

d. Pekerjaan    : Petani 

e. Alamat    : Dukuh Sidamulya Desa Randudongkal  

RT.19/RW.02 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : kalau tidak salah 6 atau 5 tahunan yang lalu 



3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : bapak Tarmidzi 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban :2015an 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : lupa saya, tanggal lahir saya saja sudah lupa apalagi luas tanah, 

karena blm dilakukan pengukuran lagi 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : untuk musholla 

7. Apakah sebelumnya terdapat  penggantian  nadzir karena meninggal dunia 

atau sebab lainnya ? 

Jawaban : tidak ada 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ? 

Jawaban : tidak ada 

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh  PPAIW setempat ? 

Jawaban : tidak ada 

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : sertifikasi tanah ya penting lah mbak, dulu saya megang tanah 

wakaf yang di atas jembatan itu kalo mbak ke arah sini kanan jalan, itu 

tanah wakaf yang diminta lagi 

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ? 

Jawaban : tidak ada 

 



12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : belum 

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : iya mbak saya tahu betul bagaimana dampak tanah wakaf yang 

tidak bersertifikat, itu tanah di atas jembatan itu diminta lagi sama ahli 

warisnya, malah minta uang 20 juta buat ganti tanah itu, kalau kami ngasih 

20 juta ya artinya sama saja beli tanah, bukan menerima tanah wakaf. 

Akhirnya ya sudah saya kembalikan ke ahli warisnya. 

14. Apakah  latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ? 

Jawaban : yang utama sih masalah biaya ditambah saya kurang paham  

bagaimana cara mengurus sertifikasi tanah wakaf maklu ya mbak saya kan 

orang jaman dulu 

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan 

tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : sudah dulu sudah pernah saya rundingkan dengan pengurus, tapi 

dari pengurus tidak ada respon yang mendukung, yak arena masyarakat 

sini setiap harinya tidak ada yang mengangur, selalu bekerja dan bekerja, 

jadi kalau harus libur sehari saja untuk mengurus sertifikat tanah ya 

menolak. 

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : kalau  masalah pengelolaanya si alhamdulillah berjalan dengan 

baik, sampai sekarang juga masih digunakan dengan baik oleh warga 

sekitar. 



17.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : ya kurang sertifikat saja si sebenarnya, kalau yang lain 

Alhamdulillah aman-aman saja 

 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : Nur Kholis 

b. Tgl Lahir, Umur  : 08/09/1993, 28 tahun 

c. Status    : belum menikah 

d. Pekerjaan    : guru honorer/pengajar TPQ 

e. Alamat    : Dukuh Sidamulya Desa Randudongkal  

RT.19/RW.02. 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : 3 tahunan 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : bapak Teguh 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : 2017an sepertinya 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : tidak tahu pasti 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : untuk TPQ 

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia 

atau sebab lainnya ? 



Jawaban : tidak ada 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ? 

Jawaban : tidak ada 

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh  PPAIW setempat ? 

Jawaban : tidak ada 

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : ya tahu tapi tidak banyak tahu 

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ? 

Jawaban : belum 

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : belum 

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : tahu, untuk legalitas tanah wakaf itu sendiri, agar terhindar dari 

sengketa 

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ? 

Jawaban  : terus terang saya sibuk, saya hanya guru honorer jadi saya 

harus mencari penghasilan tambahan  

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan 

tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : belum karena menurut saya hal itu tidak mendesak, karena kan 

yang penting manfaatnya bisa kita ambil terlepas dari tanah wakaf itu 

sudah bersertifikat atau belum. Aspek utama di wakaf kan 

kemanfaatannya. 



16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : sebenarya saya malu menjelaskannya, saya sangat sibuk padahal 

saya ditugasi sebagai nadzi sekaligus pengajar di TPQ, namun karena saya 

sibuk jadisaya jarang berangkat ngajar, sampai akhirnya anak-anak yang 

belajar di TPQ ini pindah ke TPQ lain yang jaraknya lebih jauh dari 

tempat tinggal mereka karena fasilitas TPQ lain yang lebih memadai. 

Namun bangunan ini masih sering digunakan untuk perkumpulan desa 

misalnya pengajian atau rutinan yasinan 

17.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : sejauh ini si kendalahnya kesibukan saya ya mbak jadi murid-

muridnya mencari TPQ yang memang konsisten.  

 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : Maskhuri 

b. Tgl Lahir, Umur  : 12/12/1971, 50 tahun 

c. Status    : sudah menikah 

d. Pekerjaan    : penjahit 

e. Alamat    : Randudongkal RT.18/RW.02 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : baru tahun ini mbak saya jadi nadzir 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : wakifnya adalah alm dari orangtua bapak maryoto yang 

sekarang jadi Ketua RT.20/RW.03 



4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : kalau pstinya saya kurang tahu, hanya saja di Akta Ikrar 

wakafkan tahun 2017 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : luasnya 112 M
2
 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : untuk musholla 

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia 

atau sebab lainnya ? 

Jawaban : iya benar, nadzir awalnya pak Nasichin tetapi beliau meninggal 

dunia 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ? 

Jawaban : dengan cara voting di antara pengurus 

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh  PPAIW setempat ? 

Jawaban : tidak 

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : iy mbak tahu, tetapi susah menjelaskannya 

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ? 

Jawaban : sudah, tetapi data-datanya sudah hilang 

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : belum, karena ketika saya ditunjuk untuk menjadi nadzir, 

setelah itu saya sangat ingin mengurus sertifikat tanah tsb, namun pihak 

keluarga dari  alm pak nasichin tidak ada yang tau dimana alm menyimpan 



berkas-berkas tanah wakaf tersebut, sehingga ketika saya berusaha 

mengurusnya dan mengajukannya kepada desa tidak bias karena tidak ada 

bukti berupa akta ikrar wakaf 

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : iya saya mengetahui, makanya saya sangat ingin mengurus 

sertifikatnya 

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ? 

Jawaban : karena nadzir utamanya meninggal dunia sehingga tidak ada 

yang tahu keberadaan berkas-berkas yang berkaitan dengan tanah wakaf 

itu 

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan 

tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : sudah, saya menoba mengurusnya ketingkat desa namun ditolak 

karena tidak ada bukti apapun, anda datang ke sini membawa berkas tanah 

wakaf itu saya sangat senang sekali, karena artinya sertifikat tanah wakaf 

itu akan segera bisa diurus,  mungkin sudah jalannya Allah ya mbak, anda 

dating ke sini membawa berkas yang saya butuhkan, terimakasih sekali 

mbak 

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : iya kami kelola dengan baik, bahkan baru kemarin kami 

lakukan renovasi gedung musholla 

17.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 



Jawaban : saya rasa tidak ada, hanya kendala teknis masalah hilangnya 

berkas-berkas saja. 

 

Nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat : 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : H. Kunadi 

b. Tgl Lahir, Umur  : 22/04/1951 

c. Status    : sudah menikah 

d. Pekerjaan    : pensiunan PNS 

e. Alamat    : Randudongkal RT.17/02 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : sudah tidak ingat saya 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : bapak Munawir 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban : untuk Musholla 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : lupa juga saya 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : untuk musholla 

7. Apakah  sebelum  anda terdapat nadzir yang digantikan karena meninggal 

dunia atau sebab lainnya ? 

Jawaban : tidak ada 



8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang telah meninggal dunia ? 

Jawaban : tidak ada 

9. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : sudah pasti barang penting itu mbak, untuk menjamin kemanan 

tanah wakaf 

10. Apakah  tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : sudah tetapi hilang 

11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : iya paham, saya sudah mencoba mengurus duplikat sertiikat 

tanah wakaf ke BPN beberapa tahun lalu, namun ada kendala 

12. Siapakah yang menyimpan sertifikat tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : wakifnya namun sudah meninggal 

13. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola sesuai dengan peruntukkan 

tanah wakaf oleh wakif ? 

Jawaban : tidak, dulu dipruntukkan untuk musholla tetapi karena tepat di 

sebrang tanah wakaf itu sudah ada musholl maka tidak bias dibangun  

musholla lagi, sehingga saya mengambil tindakan untuk membangun 

tanah wakaf itu menjadi TPQ, keputusan itu tidak serta merta saya ambil 

sendiri tetapi telah dikonsultasikan dengan tokoh agama setempat yaitu 

K.H Munir pengasuh Ponpes dan KUA setempat.  

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : sudah sekarang juka banyak muridnya 

15.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 



Jawaban : kendalanya masalah hilannya seritifikat tanah wakaf saja, dari 

KUA juga tidak ada arsip, ketika sudah berusaha diurus ke BPN oleh salah 

satu pengurus kami ternyata beliau bercerai dan pindah rumah pdahal 

seharusnya beliau datang untuk bersumpah karena pendaftaran pengajuan 

duplikasi tanah sudah atas nama beliau dan tidak bias digantikan oleh 

orang lain, saya berkali-kali mendaangi BPN agar hal tersebut bias teratasi 

dengan ganti nama, karena beliau tidak diketahi keberadaanya hingga 

sekarang. 

 

Nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat : 

1. IDENTITAS : 

a. Nama   : Abdul Aziz 

b. Tgl Lahir, Umur  : 12/11/1974,  57 Tahun 

c. Status    : sudah menikah 

d. Pekerjaan    : ustadz 

e. Alamat    : Randudongkal, RT. 34/RW.04 

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ? 

Jawaban : sejak tanah wakaf itu diikrarkan 2017an 

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : H. Jamaluddin S.E 

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ? 

Jawaban :  2017 

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ? 



Jawaban : 8000 M
2 

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ? 

Jawaban : Untuk Pendidikan dan Sosial Islam (Yapsi) 

7. Apakah sebelum anda terdapat nadzir yang digantikan karena meninggal 

dunia atau sebab lainnya ? 

Jawaban :iya ada, tadinya Nadzirnya diwakili  bapak Dzakwan, namun 

beliau meninggal dunia, lalu diwakilkan oleh  bapak Masruchin dan beliau 

meninggal dunia, lalu digantikan nadzir lainnya yaitu bapak Wahyudin 

selaku Kepala SMK Islam Randudongkal, lalu saya sendiri yaitu Abdul 

Aziz, lalu bapak Muchlas. 

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang telah meninggal dunia ? 

Jawaban : ya secara otomatis diteruskan oleh Nadzir lainnya.  

9. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ? 

Jawaban : sangat penting, namun mohon maaf di Desa Randudongkal ini 

banyak orang berwakaf tp tidak banyak orang yang tahu ilmu wakar, 

sehingga pelaksanaannya pun tidak mengikuti aturan yang ada. Hukum itu 

ada 2 hukum Negara dan hukum islam dimana keduanya itu saling 

berkaitan yang tujuannya adalah untuk mengamankan, melegalkan tanah 

wakaf tersebut sehingga tidak bias digugat oleh siapapun termasuk oleh 

ahli waris 

10. Apakah  tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ? 

Jawaban : pastinya sudah 

11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ? 



Jawaban : sangat tahu 

12. Siapakah yang menyimpan sertifikat tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : ada di bapak Wahyudi selaku Kepala SMK Islam Randudongkal 

13. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola sesuai dengan peruntukkan 

tanah wakaf oleh wakif ? 

Jawaban :  kami manfaatkan untuk keperluan pendidikan dan social islam 

tentuanya sesuai peruntukkannya, jadi yayasan itu terdiri dari TK 

Salafiyah, SD Salafiyah, SMP Islam, SMK Islam, Madrasah Diniyah 

Sanawiyah. Nah tanah wakaf seluas 8000 M
2  

yang ada di RT 01.RW.01 

ini sudah dibangun menjadi kampus 2 SMK Islam dan rrencananya akan 

dibangun kembali untuk Masjid  Al-Istikomah serta Pondok Pesantren 

khusus untuk siswi SMK Islam Randudongkal yang rumahnya jauh dari 

lokasi sekolah. 

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ? 

Jawaban : sudah sangat baik, kami manfaatkan secara optimal 

15.  Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ? 

Jawaban : sejauh ini tidak ada kendala yang berarti 
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